NOMOR : 114

LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI

CIMAMHI

TAHUN : 2011 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH

DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(DPRD) KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

WALIKOTA CIMAHI,

. a. bahwa dalam rangka memenuhi peraturan

perundang-undangan dan pelaksanaan
reformasi birokrasi dalam upaya
mendukung peningkatan pelayanan publik,
maka perlu dilakukan perubahan dan
penyempurnaan terhadap Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Cimahi;,



Mengingat

b.

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kota Cimahi tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7
Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Cimahi dengan
Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok — Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Cimahi (
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4116);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah  Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741),

. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan barang/Jasa
pemerintabh;

. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Menetapkan

dan
WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA CIMAHI

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi
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Tahun 2008 Nomor 88 Seri D), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah,
terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan terdiri atas :
1. Bagian Pemerintahan, membawabhi :
a) Sub Bagian Pemerintahan

Umum;
b) Sub Bagian Perangkat
Kewilayahan;

c) Sub Bagian Pertanahan.
2. Bagian Hukum membawahi :
a) Sub Bagian Perundang-
undangan;

b) Sub Bagian Penyuluhan,
Bantuan Hukum dan HAM,;

c) Sub Bagian Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum.

3. Bagian Organisasi, membawabhi :

a) Sub Bagian Kelembagaan dan
Analisa Formasi Jabatan;

b) Sub Bagian Ketatalaksanaan.

c. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan terdiri atas:



1. Bagian Administrasi Perekonomian

membawahi :
a) Sub Bagian Administrasi
Sarana dan Lembaga

Perekonomian;

b) Sub Bagian Administrasi Usaha
Perekonomian.

2. Bagian Administrasi Pembangunan,

membawahi :

a) Sub Bagian Administrasi
Program,;

b) Sub Bagian Pengendalian
Program,;

c) Sub Bagian Administrasi
Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa.

3. Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat, membawabhi :

a) Sub Bagian Administrasi
Agama, Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga,;

b) Sub Bagian Administrasi
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat;

c) Sub Bagian Administrasi Sosial
dan Tenaga Kerja.

d. Asisten  Administrasi Umum terdiri
atas :

1. Bagian Perlengkapan, membawahi :
a) Sub Bagian Perencanaan;

b) Sub Bagian Pemeliharaan dan
Penghapusan,;



c) Sub Bagian Inventarisasi dan
Pelaporan.

2. Bagian Humas dan Protokol,
membawabhi :

a) Sub Bagian Humas;
b) Sub Bagian Protokol.
3. Bagian Keuangan, membawahi :
a) Sub Bagian Anggaran;
b) Sub Bagian Perbendaharaan;

c) Sub Bagian Verifikasi dan
Akuntansi.
4. Bagian Umum, membawabhi :
a) Sub Bagian Umum dan Rumah
Tangga;
b) Sub Bagian TU Pimpinan,
Sanditel dan Kepegawaian;
c) Sub Bagian Administrasi
Keuangan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat
Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara  pasal 17 dan 18 disisipkan 1
(satu) pasal yakni pasal 17 A, yang
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

(1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif
paling lambat pada bulan Januari 2011.



(2) Segala ketentuan yang bertentangan
dan atau tidak sesuai dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkandi CIMAH |
pada tanggal 16 Februari 2011

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di Cimabhi
pada tanggal 16 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 114 SERI D



LAMPIRAN | PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI NOMOR | & e
TANGGAL : ..o
SEKRETARIAT DAERAH TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA CIMAHI NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA CIMAHI
|
e 4
|
|
|
|
STAF AHLI ASISTEN
ASISTEN
" Pemerinanan, Holum PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN ADMINISTRASI UMUM
dan Politik DAN PEMBANGUNAN
+ Pembangunan,
Kemasyarakatan dan
SDM
«  Ekonomi dan Keuangan
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ADMINISTRASI ADMINISTRASI HUMAS DAN
PEMERINTAHAN HUKUM ORGANISASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN PERLENGKAPAN EROTOKOL KEUANGAN UMUM
T T i T T T T T
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
T
L
KELOMPOK
JAFUNG
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SuBsAcIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN S A " SUBBAGIAN SUBBAGIAN
e, | || s | || edSE || | ol | L] e | L] e, | L e s | 1 g || e
UNDANGAN JABATAN PEREKONOMIAN PROGRAM p(E)MM}J'?RAAgAAN RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN ADM. SUBBAGIAN
SUBBAGIAN PENYULUHAN, SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN o SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PN,
PERANGKAT | BANTUAN KETATALAKSANAAN ADM. USAHA — PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN |— PEMELIHARAAN DAN PROTOKOL. PERBENDAHARAN SANDITEL DAN
KEWILAYAHAN HUKUM DAN PEREKONOMIAN PROGRAM MASYARAKAT PENGHAPUSAN KEPEGAWAIAN
HAM
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
JARINGAN ADMINISTRASI SUBBAGIAN ADM. SUBBAGIAN SUBBAGIAN
L Pi‘é?_iﬁ:% '— DOKUMENTASI L LAYANAN “—  sosiALDAN INVENTARISASI DAN L{ VERIFIKASI DAN — AD?IIUiBEfJ(iISSAN
DAN INFORMAS| PENGADAAN TENAGA KERJA LAPO AKUNTANSI
HUKUM BARANG DAN JASA
WALIKOTA CIMAHI,

ITOC TOCHIJA



WALIKOTA
e DPRD
: WAKIL WALIKOTA
1
[
1
. I
SEKRETARIS
INSTANSI STAF
PUSAT AHLI DYERAA
IS
it e 1
| |
| |
| L
|
| ASISTEN PEREK ONONIAN DAN ASISTEN SEKRETARIS
: PEMERINTAHAN PRV EYANEUIOAN ADMINISTRASI UMUM DPRD
|
[
| 1. BAG. PEMERINTAHAN 1. BAG. ADMINISTRASI 1. BAG. PERLENGKAPAN 1. BAG. PERUNDANG-
| 2. BAG. HUKUM PEREKONOMIAN 2. BAG. HUMAS DAN UNDANGAN DAN
] 3. BAG. ORGANISASI 2. BAG. ADMINISTRASI PROTOKOL PERSIDANGAN
] PEMBANGUNAN 3. BAG. KEUANGAN 2. BAG. KEUANGAN
| 3. BAG. ADMINISTRASI 4. BAG. UMUM 3. BAG. UMUM
KESEJAHTERAAN
: RAKYAT
|
T
r—-—-———————————————] s e S | k= —————1
| 1 1
RSUD DINAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH SATUAN POLISI
CIBABAT PAMGKIE
1. DINAS PENDIDIKAN . INSPEKTORAT PRAJA
2. DINAS KESEHATAN . BADAN PERENCANAAN
3. DINAS PERHUBUNGAN PEMBANGUNAN DAERAH
4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN . BADAN PEMBERDAYAAN
PENCATATAN SIPIL MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN
5. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI PEREMPUAN DAN KELUARGA
DAN SOSIAL BERENCANA
6. DINAS PEKERJAAN UMUM . BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
7. DINAS KEBERSIHAN DAN . KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
PERTAMANAN . KANTOR PENANAMAN MODAL
8. . KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KETERANGAN

@

DINAS KOPERASI, UMKM,
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
PERTANIAN

DINAS PENDAPATAN

KECAMATAN

KELURAHAN

TERPADU

. KANTOR KESATUAN BANGSA

. KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN
PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK

Garis Komando

— — — Koordinasi

Pertanggungj






